
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAヽVESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 311/660.1/   TAHUN 2023

TENTANG

PEIvIBENTUKAN KELOMPOK KERJA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2045

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang a¨ bahwa guna menjamin pelaksanaarr pembangunan

yang berkelanjutan, perlu dilakukan kegiatan

penyusunan dokumen Kqiian Lingkungan Hidup

Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahun 2O2 5-2O45;

bahwa berdasarkan ketentuar Pasal 15 ayat (1) dan

ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2OO9 tentang PerLindungan dan Pengelolaan

Lingkungal Hidup, Pemerintah Daerah wajib

membuat kajian Lingkungan Hidup Strategis

kedalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah beserta rencana rincinya untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

b

kebijakan, rencana, dan/atau program;
}み



C bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup daIl Kehutanan Nomor

P.69lMENLHK/SE'IJEN /KUl|iLl I 1212017 tentarg
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka perlu

membentuk Kelompok Kerja dalam membuat dan

melaksanaka:r kajian lingkungan hidup strategis;

bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentaqg Pembentukan

Kelompok Keda Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kepulauan Salgihe Tahun 2025-2045;

d

Mengingat 1. Undang-Undarg Nomor 29 Tahur, 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dar Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara RepubLik [ndonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahu,r 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahar Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) \-\
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentaJ,g Cipta

Kela menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Ta11un 2014 tentang

Perubahal Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sargihe di

Provinsi Sulawesi Utara (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentalg

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 228, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.69/MENLHK/SEIJEN/KUM.I/12/2017

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (Berita Negara

Republik lndonesia Tahuna 2018 Nomor 89);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentallg Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah, Rencana Strategis Satuan Keda Perangkat

Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah,

Rencana Keda Satuar Keda Peralgkat Daerai dan

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
I

Daerah; |dr,,

6

5.

7.
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Menetapkan

KESATU

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

I(abupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OO5-2o25

(kmbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tahun 2005 Nomor 1 seri e);

9- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tefi?.ng

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Arrggaran 2023 (l€mbaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Talun 2022 Nornor 6, Tambahan

l,ernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sargihe

Nomor 6 );
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 ler.tal],g

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor

25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terat<hir

dengan Peratura.n Bupati Nomor 11 Tahun 2O23

tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Bupati

Nomor 25 "fahur, 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 {Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Salrgihe

Tahun 2023 Nomor I 1);

lヽEMUTUSKAN:

Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tida.k terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini. \u1
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Tugas Kelompok Ke{a sebagaimana diktum KESATU

adalah Menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Rencana Pembangunan Jalgka Panjang Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045,

melalui tahapan mekanisme sebagaj berikut:

1. menyusun kerangka acuan ke{a;

2. melaksanakan konsultasi publik;

3. membuat dan melaksarakan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis melalui pengkajian pengaruh

Kebijakal, Renca-na dar/atau program terhadap

kondisi Lingkungan Hidup dan Pembalgunan

Berkelanjutan;

4. melakukan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan

Hidup Strategis kedalam Kebijakan, Rencana

dan/atau Program.

Dalarn menjalankan tugasnya Kelompok Kerja

sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada

Bupati melatui Sekretaris Daerah.

Pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaar

Kegiatan dilakukal oleh Pembina dalam hal ini Bupati

Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah.

Tenaga ahli dalam melaksanatan tugasnya diberikan

Honorarium dengal rincial sebagai berikut;

1. TenagaAhli : Rp5-500.000,O0/bulan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045 dibentuk

Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Lingkungan

Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan

susunan arggota sebagaimana tercantum dalam

l,ampiran yang merupa,kan bagian tidak terpisahkan dari
l"

Keputusan Bupati ini. 
trUt?
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Sekretariat sebagaimara diktum KEENAM bertugas

menyiapkar dan menyusun Kerangka Acuan Kerja,

Rencana Anggaran dan Biaya, Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan serta kegiatan administatif dan teknis lainnya

yang terkait dengan Penyusunan Dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategjs Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tahun 2025-2045.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di

bebankal pada Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah

melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Bupati ini mulai berlal<u pada tanggal

ditetapkan 崎

Ditctapkan di Tahuna

pada tanggal, 14 DeSember 2023

P,.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

RINNY NTUAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR :  311/660.1/  TAHUN 2023

TENTANG: PEIνIBENTUKAN  KELOMPOK  KERJA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA

PEMBANGUNAN  JANGKA  PANJANG   DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGlHE TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATECIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. PEMBINA

II. PENANGGUNG JAヽVAB

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KEPALA   BADAN   PERENCANAAN   SERTA

PENELITIAN :DAN PENGEMBANGAN :DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS

LINGKUNGAN  HIDUP  DAERAII  KABUPATEN

KEPULAUAN SANCIHE.

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE.

1. KEPALA l)INAS I(ETAHANAN PIANGAN DAERAH

KAB.KEPL.SANGIHE;

2. KEPALA   DINAS   PENDlDIKAN   DAN

KEBUDAYAAN DAERAH KAB.KEPL.SANGIHE:

3.KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KAB.
:

KEPL.SANGIHE;ト

II.IくETUA

IV.WAKIL KETUA

V. SEKRETARIS

ANGGOTA

IV.KELOMPOK KERJA:

1.PEMBANGUNAN SOSIAL

K00RDINATOR    :



2.PEMBANGUNAN EKONOMI

K00RDINATOR        l.
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4. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN     PERMUKIMAN      SERTA

PERTAHANAHAN  DAERAH  KAB. KEPL.

SANGIHE;

5. KEPALA DINAS PEMBERDAVAAN PEREM:PUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KAB.

KEPL.SANGIHE,

6.KEPALA    BADAN    PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KAB.KEPL.SANGIHE;

7.KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARCA BERENCANA DAERAH KAB.

KEPL.SANGIHE;

8.KEPALA  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN

PENCATATAN SIPIL DAERAH :KAB. KEPL.

SANGIHE.

7

KEPALA BADAN PENGELOL.AAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL.

SANGIHE;

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KAB.

KEPL.SANGIHE;

KEPALA DINAS PARIヽVISATA DAERAH KAB.

KEPL.SANCIHE;

KEPALA DINAS TENAGA KERJA IDAERAH l(AB.

KEPL.SANGIHE;

KEPALA  DINAS  PERINDUSTRIAN  DAN

PERDAGANGAN  DAERAH  KAB.  KEPL.

SANGIHE,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUル I DAN
PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL.

SANGlHE,

KEPALA DINAS PERHUBUNCAN DAERAH

DAERAH KAB. KEPL. SANG IHE: I

2

＾
、
〕

4

5

6
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3.PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

KOORDINATOR        l.

4.PEMBANGUNAN HUKUM DAN

TATA KELOLA

KOORDINATOR        l.

8.

9.

10.

11.

12.

2

3

4

一
〇

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL

DAN IMENENGAH DAERAH KAB. KEPL.

SANGIHE;

KEPALA   DINAS   KOMUNIKASI   DAN

INFORMATIKA   :DAERAH   :KAB.   KEPL.

SANGIHE,

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  KAB.

KEPL.SANGIHE;

KEPALA CABANG DINAS ENERGI DAN

SUMBER DAYA NIINERAL WILAYAH lV

PROVINSI SULAヽVESI UTARA DI SANCIHE,

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

UNIT 11l SANGIHE‐ TALAUD―SITARO.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DAERAH KAB.KEPL.SANGIHE;

KEPALA  BADAN  KEPECAヽ VAIAN  DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DAERAH XAB. KEPL. SaNCTUO; I

KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KAB.

KEPL.SANGIHE;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KAB.KEPL.SANGIHE;

KEPALA BADAN PUSAT STATISTlK KAB.

KEPL.SANGIHE,

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

UNIT III SANGIHE‐ TALAUD―SITARO;

KEPALA CABANG DINAS ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL WILAYAII IV

PROVINSI SULAWESI UTARA DI SANGIHE.

2.
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3. KEPALA SATUAN POLlSI PAMONG PRAJA

DAN KEBAKARAN :DAERAH I(1ヽ B. KEPL.

SANGIHE;

4. KEPALA BACIAN TATA  PEMIERINTAHAN

SEKRETARIAT  [)AERA■1   :KAB.  KEPL_

SANGIHE;

5. KEPALA BACIAN HUKUM SEKRETARIAT

DAERAH KAB.KEPL.SANGIHE;

6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT

DAERAH KAB.KEPL.SANGIHE.

1.  SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN   HIDUP

DAERAH KAB.KEPL.SANGIHE,

2.  KEPALA     BIDANC,     PENYUSUNAN

PERENCANAAN  PEIvIBANGUNAN  DAERAH

PADA  BADAN  PERENCANAAN  SERTA

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KAB.KEPL.SANGIHE;

3. KEPALA BII)ANG PERENCANAAN EKONOMI

DAN  SOSIAL  BUDAYA  PADA  BADAN

PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN  DAERAH  KAB. KEPL.

SANGIHE,

4. KEPALA     BIDANG     PERENCANAAN

PENGEMBANGAN     VヽILAYAH     DAN

INFRASTRUKTUR       PADA   BADAN

PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN

PENGEiVIBANGAN  I)AERAH  I(AB. KEPL.

SANGlHE,

5. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI

DAN    PENGEMBANGAN    KAPASITAS

PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN

SERTA PENELITIAN DAN PENGEM:BANGAN

DAERAH K:肥 _KEPL SANGIHE(

5.ANGGOTA POKJA :
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6. KEPALA    BIDANG    PENGENDALIAN

PENCEMARAN     E)AN     KERUSAKAN

LINGKUNGAN   HIDUP   PADA   DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL.

SANGIHE;

7. KEPALA BIDANG PENGELOLA SAMPAH DAN

LIIЛBAH BAHAN BERBAHAYA l)AN BERACUN

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KAB,KEPL,SANGIHE;

8. KEPALA   BIDANC   PENAATAN   DAN

PENINGKATAN  IくAPASITAS  LINGKUNGAN

HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH:KAB.KEPL.SttGIHE;

9.  AHLl   14UDA  PENGENDALI   DAMPAK

LINGKUNGAN   PADA   BIDANG   TATA

LINGKUNGAN DlNAS LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH KAB.KEPL.SANGIHE,

10. AHLI MUDA PENGAヽ VAS LINGKUNGAN PADA

BIDANC PENAATAN DAN PENINGKATAN

KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS

LINGKUNGAN HlDUP DAERAH KAB.KEPL.

SANGlHE;

11.AHLI  MUDA  PENGENDALI   DAMPAK

LINGKUNGAN PADA BIDANG PENGELOLA

SAMIPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA

DAN BERACUN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH KAB.KEPL.SANGIHE:

12.KEPALA  SUB  BIDANG   K00RDINASI

PERENCANAAN PENGElvIBANGAN RUANG

WILAYAH PADA BIDANG PERENCANAAN

PENGEMBANGAN     WILAYAH     DAN

INFRASTRUKTUR      PADA     BADAN

PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN  DAERAH  KAB_  KEPL.

SANGIHE;}



13.

14

15
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KEPALA  SUB  BIDANG  PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN BER―  JANGKA

DAN SEKTOR STRATEGIS PADA BIDANG

PENYUSUNAN            PERENCANAAN

PElVlBANGUNAN  DAERAH  PADA BADAN

PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN

PENGElvIBANGAN  DAERAH  :KAB. KEPL.

SANGIHE;

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,KEUANGAN

DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS

LINGKUNGAN HII)UP DAERAH 10ヽB.KEPL_

SANGIHE,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, HUKUM DAN

I、EPEGAヽVAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.KEPL.

SANGIHE
1

ト

P」 .BUPATI

RINNY TAMUNTUAN

SANGIHE,


